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ABSTRAK
Abstrak: Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelaku Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis” merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sangat marak terjadi di masyarakat yaitu penipuan. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi agar korban menuruti semua perintah pelaku, baik melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif sebagaimana dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP, Pasal 378 jo Pasal 89 KUHP. Pasal 378 KUHP. Salah satu dari kejahatan tersebut yang sangat banyak terjadi dalam masyarakat pada saat sekarang ini adalah hipnotis. 
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana pelaku penipuan dengan modus operandi hipnotis. Agar dapat mengetahui bagaimana penyelesaian hukum tindak pidana penipuan dengan menggunakan modus operandi hipnotis yang akhir-akhir ini sangat marak terjadi di masyarakat. Serta dapat menganalisa sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus operandi hipnotis. Dalam metode penelitian, penulis menggunakan Jenis penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini adalah meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, surat kabar, internet dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini. dan juga melihat kasus-kasus yang berkembang di masyarakat sebagai bahan pelengkap. Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan teknik studi pustaka (Library Research). Berupa jurnal, buku, peraturan perundang-perundangan, internet dan sumber lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Adapaun teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif untuk menemukan jawaban secara ilmiah.
         Hasil penelitian menunjukan bahwa hipnotis adalah suatu ilmu yang bermanfaat bagi manusia, terutama dalam hal hipnoteraphy Setiap sesuatu hukum asalnya adalah dibolehkan. Namun, harus pula dilihat niat awalnya, cara atau metode pemakaiannya, dan tujuannya. sedangkan hukum tindak pidana dengan menggunakan modus operandi hipnotis, jika dilihat dari unsur-unsur terjadinya, sanksi hukumnya sama halnya dengan tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP.
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Abstract
	Jefri Yulianto, NPM. 202212094, Juridical Review of Criminal Acts of Fraud Perpetrators Using Hypnotic Modus Operandi
	The research entitled Juridical Review of Criminal Acts of Fraud Perpetrators Using Hypnotic Modus Operandi is motivated by the fact that one form of criminal act that is very common in society is fraud. Fraud can be carried out simply by using communication skills so that the victim obeys all the perpetrator's orders, either through a series of lies or fictitious words as in the articles contained in the Criminal Code, Article 378 in conjunction with Article 89 of the Criminal Code. Article 378 of the Criminal Code.
	One of these crimes that is very common in society today is hypnosis. This thesis aims to determine the forms of criminal acts of fraud perpetrators using hypnosis modus operandi. In order to find out how to legally resolve criminal acts of fraud using hypnosis modus operandi which has recently become very common in society. And can analyze legal sanctions against perpetrators of criminal acts of fraud using hypnosis modus operandi.
	In the research method, the author uses a normative juridical research type. The normative juridical approach method in this research is to examine library materials such as books, journals, newspapers, the internet and other library materials related to this thesis. and also look at cases that develop in society as complementary material. The data collection technique in this writing uses library research techniques. In the form of journals, books, laws and regulations, the internet and other sources related to this thesis. The data sources used are primary data and secondary data. The data analysis technique uses qualitative analysis to find answers scientifically.
	The results of the research show that hypnosis is a science that is useful for humans, especially in terms of hypnotherapy. Every legal thing is permissible. However, one must also look at the original intention, the way or method of use, and the purpose. Meanwhile, if we look at the elements of the criminal act using hypnotic modus operandi, the legal sanctions are the same as for the criminal act of fraud under Article 378 of the Criminal Code.
 Keyword: Fraud, hypnosis mode

Pendahuluan
Persoalan tindak pidana merupakan gejala sosial yang senantiasa menarik perhatian berbagi kalangan terutama bagi penegak hukum. Tindak pidana tidak terlepas dari proses dan struktur sosial ekonomis yang tengah berlangsung dan mengkoordinasikan bentuk-bentuk setiap prilaku warga masyarakat. Di mana yang merupakan salah satu dinamika sosial yang menjadi latar belakang perbuatan jahat atau tindak pidana. Salah satu bentuk kejahatan yang sangat marak terjadi di masyarakat yaitu penipuan. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif. 
	Sekarang ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berevolusi secara apik dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan yang semakin kompleks. Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bila mana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan atau norma-norma yang ada dalam masyarakat itu. 
	Peraturan-peraturan ini di keluarkan dalam suatu badan yang disebut pemerintah. Walaupun peraturan-peraturan ini telah dikeluarkan masih ada saja orang yang melanggar peraturan-peraturan. Terhadap orang ini sudah tentu dikenakan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang di langgarnya. 
	Di Indonesia segala pelanggaran dan kejahatan diatur oleh hukum pidana dan dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kitab ini terdiri atas tiga buku. Buku 1 memuat ketentuanketentuan umum yaitu ketentuan-ketentuan untuk semua tindak pidana (perbuatan yang membuatnya dapat dikenai hukuman pidana), baik yang disebutkan dalam buku II dan buku III maupun yang disebutkan dalam 2 undang-undang lain.[footnoteRef:1] [1:  S.Ananda, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya: Kartika, 2009). Hlm.44] 

Setiap orang mempunyai perspektif yang berbeda tentang hipnotis. Oleh karena itu, begitu banyak pengertian hipnotis yang muncul. Mosby Medical Encyclopedia mendefinisikan hipnosis sebagai “keadaan pasif dan trans yang mirip dengan tidur normal ketika persepsi dan ingatan diubah, sehingga meningkatkan ketanggapan terhadap sugesti”.
		Secara kebahasaan, hipnotis berasal dari bahasa Yunani, yaitu hypnos yang artinya “tidur”. Dari berbagai sumber, diperoleh sedikit arti dan perbedaan makna antara hipnotis dan hipnosis. Hipnotis sebagai teknik untuk menguasai kesadaran orang sehingga orang tersebut tanpa sadar akan taat jika diberi sugesti atau perintah oleh (pelaku) yang menghipnotis.
Hypnosis merupakan hal yang akhir-akhir ini menjadi tren di Indonesia. Penggunaannya pun mulai bervariasi, mulai dari untuk entertainment untuk menghibur, pengobatan hypnoteraphy, sampai yang paling ekstrim adalah kejahatan yang menggunakan hypnosis sebagai modus. “Hypnotheraphy” adalah suatu kondisi rileks, mudah diberi sugesti positif pada alam bawah sadarnya. Ini yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan terapi bagi penderita penyakit penyakit tertentu seperti kecanduan rokok dan sebagainya.[footnoteRef:2]	Hipnosis untuk pengobatan atau hipnosis yang baik antara lain adalah proses hipnosis yang dilakukan untuk kepentingan ke  manusiaan, semisal pengobatan, penyembuhan, terapi, motivasi, dan sugesti yang diberikan kepada penderita, pasien, anak didik, prajurit, atau karyawan. Jadi, Pengertian hipnosis adalah ilmu yang mempelajari pikiran alam bawah sadar dengan kata lain hipnosis adalah ilmunya sedangkan hipnotis adalah sebutan orang untuk melakukan hipnosis. Namun kebanyakan orang Indonesia menyebut hipnosis dengan kata hipnotis. Dalam mengungkap perkara tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis membutuhkan waktu yang lama dalam penyidikannya, karena penipuan dengan bermodus hipnotis tidak begitu terlihat. Oleh karena itu untuk mengantisipasi dalam hal penyidikan terhadap perkara tindak pidana dengan modus hipnotis memerlukan koordinasi dan kerja sama terutama polri sebagai pengayom dan perlindungan masyarakat.  [2: Roy Hunter, Seni Hipnosis, Edisi ketiga (Jakarta : PT Indeks, 2010), hlm. 17.] 

	Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAP Pasal 7 ayat (1), karena kewajibannya penyidik mempunyai wewenang: 
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. 
b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. 
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. 
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 
f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. 
i. Mengadakan penghentian penyidikan. 
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
Perkara tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis di berlakukan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP, Pasal 378 jo Pasal 89 KUHP. 
Pasal 378 KUHP yakni : “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
Dalam Pasal 89 KUHP, yakni: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. 
	Kejahatan yang dilakukan akibat melanggar sebuah peraturan perundang-undangan. Akibat dari pada itu mereka harus mendapat sebuah sanksi tegas dari negara. Sanksi tersebut dapat berupa kurungan, penjara, denda atau pidana mati, ini sesuai dengan Pasal 10 KUHP.[footnoteRef:3] [3: Hamsah Hasan, Cara Dahsyat Menangkal Hipnosis,hlm.39] 

Dalam menjelankan perintah undang-undang penegak hukum selalu menerapkan pasal-pasal pidana yang di dalamnya mengatur hal-hal apa saja yang dilarang, yang harus dilaksanakan, dan mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada setiap orang yang melanggarnya. “sanksi adalah suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang, norma-norma hukum akibat suatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain atas sesuatu perbuatan.
Dalam Pasal 1 KUHP, menjelaskan kepada kita bahwa “Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undangundang“. Didalam pasal 378 KUHP menjelaskan kepada kita bahwa orang yang melakukan perbuatan yang ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda dan barang. Itu terdapat unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang berhutang, dan menghapus piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.[footnoteRef:4] [4:  Andi Hamzah, KUHP&KUHAP Cet.19 (Jakarta : Reneka Cipta,2014),hlm.12] 

	Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELAKU PENIPUAN DENGAN MODUS OPERANDI HIPNOTIS”;
Batasan Masalah

Merujuk kepada pembahasan diatas, penulis membatasi permasalahan yang akan dituangkan dalam penulisan ini agar tidak terlalu luas didalam pembahasannya. Penulis akan membahas mengenai tinjauan yuridis tindak pidana penipuan dengan modus operandi hipnotis dalam perspektif hukum positif.

Rumusan Masalah
Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu 
1. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis? 
2. Bagaimana upaya penyelesaian tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis?

Tujuan Penulisan
1. Tujuan Umum
Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dalam diajukan guna untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum (S1) dan mencapai gelar sarjana hukum.

2. Tujuan Khusus
1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis.

Manfaat Penulisan
Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:
1. Penelitian ini dapat menjadi karya tulis Ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, baik oleh rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo maupun oleh masyarakat luas mengenai Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelaku Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah tentang Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelaku Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis.
3. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan memberikan khazanah pengetahuan tentang masalah tindak pidana dengan modus hipnotis terutama bagi wanita-wanita karena kita tahu bahwa korban dari hipnotis itu sendiri kebanyakan dari kaum hawa. Dan bagi penegak hukum diharapkan dapat memberikan jalan keluar agar penipuan dengan modus hipnotis dapat di selesaikan dengan jalur hukum yang seadil-adilnya

Metode Penelitian
Berdasarkan uraian yang telah penulis dipaparkan diatas, dalam penulisan ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian
Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dilihat dari bentuknya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan bahan yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori baru. Ditinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan bahan berupa kata-kata, gambar-gambar, serta informasi verbal dan bukan bentuk angka-angka. Sedangkan bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.
Senada dengan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti suatu bahan pustaka atau bahan sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.[footnoteRef:5] Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian normatif ini adalah Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelaku Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis.  [5:  Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. (Jakarta, Rajawali Pers, 2012) hlm.234-235] 

2. Pendekatan masalah
Pendekatan yang dilakukan oleh penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach):[footnoteRef:6] [6:  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 93] 

a. Pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isi yang dihadapi.
b. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu suatu metode pendekatan yang beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam hukum badan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.

3. Jenis Bahan Hukum
Jenis bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan sekunder, yaitu bahan atau informasi yang di dapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan hasil penelitian dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

4. Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan adalah tempat dimana sumber penelitian ini diperoleh. Sumber bahan dalam penelitian ini adalah sumber bahan sekunder, yaitu tempat dimana diperoleh bahan sekunder digunakan dalam penelitian ini, meliputi:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat dan mengikat yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelaku Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis.[footnoteRef:7]  [7:  Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006). hlm.  13.] 

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder primer. Bahan hukum tersier seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini. [footnoteRef:8] [8:  Ibid, hlm.13] 



5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
a. Studi Kepustakaan
Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan bahan sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, menginvestigasi dan mempelajari Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelaku Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis. Adapun instrument pengumpulan yang digunakan berupa from dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan bahan sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam bahan yang diperoleh selama kejadian dilakukan.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum
Suatu penelitian pasti membutuhkan bahan yang lengkap, dalam hal ini dimaksud agar bahan yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Faktor terpenting dalam penelitian untuk menentukan kualitas penelitian yaitu dengan analisis bahan. Bahan yang telah kita peroleh setelah melewati mekanisme pengolahan bahan, kemudian ditentukan jenis analisisnya, agar nantinya bahan yang terkumpul tersebut lebih dapat dipertanggung jawabkan.
Untuk memperoleh jawaban terhadap penelitian ini, digunakan  silogisme deduktif dengan metode:
a. Interpretasi Gramatikal, yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari. jadi, untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang, maka ketentuan undang-undang ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahas umum sehari-hari.[footnoteRef:9] [9:  Soedikno Mertokusumo. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta, Liberti, 2004) hlm. 57.] 

b. Interpretasi Sistematis, yaitu menafsirkan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum dan undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.
Penelitian hukum ini dianalisis dengan metode silogis dan interpretasi. Metode interpretasi atau penemuan hukum yang memberikan penjelasan tentang teks Undang-Undang, agar ruang lingkup kaidah dalam Undang-Undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasi fungsi agar hukum positif itu berlaku.[footnoteRef:10] [10: Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. (Jawa Timur, Banyumedia, 2006), hlm.  219.] 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini.


7. Kerangka Konseptual
Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris[footnoteRef:11] Hal ini dilakukan, dimaksudkan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam melakukan penelitian. [11:  Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 124] 
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RUMUSAN MASALAH 2
Bagaimana upaya penyelesaian tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis?

RUMUSAN MASALAH 1
Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis? 




Pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isi yang dihadapi.





Kesimpulan


Saran



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pengertian Hukum Pidana Menurut Hukum Positif
Pengertian hukum pidana positif Dalam kepustakaan hukum pidana, tidak ditemukan pengertian yang seragam tentang hukum pidana. Masing-masing ahli merumuskan pengertian hukum pidana berdasarkan alam pikiran yang berpengaruh pada saat para ahli tersebut merumuskan pengertian hukum pidana. Itulah sebabnya, sehingga belum ada pengertian hukum pidana yang disepakati sebagai pengertian yang sempurna dan lengkap. Istilah hukum pidana bermakna jamak. 
	


Dalam arti objektif, yang juga sering disebut ius poenale meliputi :
Perintah dalam larangan, yang atas pelanggarannya atau pengabaiannya telah ditetapkan sanksi lebih dahulu oleh badanbadan negara yang berwenang; peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setip orang; 
1. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan degan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peratuan-peraturan itu; d.k.l. hukum penentiair atau hukum sanksi; 
2. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu. 
	Disamping itu hukum pidana dipakai juga dalam arti subyektif yang lazim ouladiseubt ius puniendi, yaitu peraturan hukum yang menetapkan dan pelaksanaan pidana lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.[footnoteRef:12] [12:  Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.] 

	Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan peraturaan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang pelakupelakunya seharusnya dipidana dan pidana-pidana yang seharusnya dikenakan. Definisi ini mencakup empat pokok yang terkait erat satu dengan yang lain, yaitu peraturan, perbuatan, pelaku dan pidana.
Menurut W.L.G. Lemaire hukum pidana itu terdiri dari normanorma yng berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suautu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.
Berdasarkan pandapat para ahli dan pakar hukum di atas penulis membuat kesimpulan, bahwasanya hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara. 
	Tujuan hukum pidana positif Terdapat dua pandangan yang berbeda tentang keberadaan hukum pidana. Menurut pandangan yang pertama, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Menurut pandangan yang kedua, tujuan hukum pidana adalah melindungi individu-individu dari kemungkinan kesewenangan penguasa.
	Jenis-jenis hukum pidana positif Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa:[footnoteRef:13] [13:  W.F.C van Hattum, Leerboek van het Nederlandse Strafrecht, dalam P.A.F. Lamintang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia.hlm.2. ] 

1. Pidana Pokok: 
a) Pidana Mati 
b) Pidana Penjara 
c) Kurungan 
d) Denda 
2. Pidana Tambahan 
a) Pencabutan Hak-hak Tertentu 
b) Perampasan Barang-barang Tertentu 
c) Pengumuman Putusan Hakim Sistem Hukuman Pidana (Strafstelsel) Dalam title II Buku I KUHP yang berjudul “Hukuman” (Straffen), tergambar sistem hukuman pidana yang diturut di Indonesia. Sistem ini sederhana. 
	Hanya disebutkan dalam pasal 10 empat macam hukuman pokok: 
(1) hukuman mati, 
(2) hukuman penjara, 
(3) hukuman Kurungan, 
(4) denda; dan tiga macam hukuman tambahan: 
	(a) pencabutan hak-hak tertentu, 
	(b) perampasan barang-barang tertentu, dan
	(c) pengumuman putusan hakim. 
	Sifat kesederhanaan ini terletak pada gagasan, bahwa beratnya hukuman pada prinsipnya digantungkan pada sifat berat atau ruginya tindak pidana.
Pengertian Tindak pidana penipuan
merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari pasal 378 sampai dengan pasal 395. 
	Dalam pasal 378 KUHP diatur mengenai tindak-tindak penipuan (oplichting) dalam arti sempit, sedangkan pasal-pasal laindari Bab XXV, Buku II KUHP memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas, yang berjudul ”bedrog”.[footnoteRef:14] [14:  A. Djazuli, Fiqh Jinayah Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam, hlm.3] 

	Tindak pidana penipuan atau bedrog (penipuan dalam arti luas) ataupun yang di dalam doktrin juga disebut oplichting (penipuan dalam arti sempit) dalam bentuk pokok oleh pembentuk undangundang telah diatur dalam pasal 378 KUHP, yang rumusan aslinya dalam bahasa belanda berbunyi sebagai berikut:  Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van eene valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, het zij door een samenweefsel van verdichtels, lemand beweegt tot de afgifte van eenig goed of tot het aangaan van eene schuld of het tenietdoen van eene inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting , gestraft met gevangenisstraf van ten hoogstevier jaren. 
	Yang artinya “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan peringatan utang atau meniadakan suatu piutang, karena bersalah telah melakukan penipuan, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya empat tahun”.
Unsur-unsur penipuan
1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk memasrahkan suatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang. Barang itu serahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak usaha kepunyaannya sendiri, dapat juga kepunyaan orang lain.[footnoteRef:15] [15: P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 150. ] 

2. Penipu itu harus bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang memasrahkan barang itu.
3.  Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk memasrahkan barang itu dengan jalan: 
a. Pemasrahan barang itu harus akibat dari tindak tipu daya; 
Si penipu itu harus memperdaya si korban dengan salah satu akal tersebut dalam pasal 379 KUHP. Bagian inti delik (delicts bestanddelen) penipuan ialah :
1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; 
2. Secara melawan hukum; 
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, degan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong; 
4.  Menggerakan orang lain; 
Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi uang ataupun menghapus piutang;
Menurut Cleiren delik atau tindak pidana penipuan adalah delik dengan adanya akibat (govelgsdelicten) dan delik berbuat (gedragsdelicten) atau delik komisi. Umumnya delik dalam bab kecurangan adalah dengan akibat (govelgsdelicten) dan delik dengan berbuat (gedragsdelicten).
Tindak pidana penipuan yang dalam bentuk pokoknya diatur dalam pasal 378 KUHP merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja. Walaupun pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang didalam pasal 378 KUHP, tetapi dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu bijkomend oogmerk atau suatu naaste doel atau suatu maksud selanjutnya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maka orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja.
Pengertian Modus Operandi Hipnotis 
	Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.[footnoteRef:16] [16:  Alfitra, Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP (Jakarta: RAS/Penebar,2014). ] 

	Modus operandi berasal dari bahasa Latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. Menurut wikipedia modus operandi adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Sedangkan Hipnosis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “KBBI” edisi III adalah “membuat atau menyebabkan seseorang berada dalam keadaan hipnotis; berkenaan dengan hipnotis”.
Hipnosis dalam kamus bahasa indonesia, dijumpai dalam istilah kedokteraan dan psikologi. Dalam istilah medis, hipnosis diartikan sebagai “seperti tidur karena sugesti, yang dalam taraf permulaan, orang itu dibawah pengaruh orang yang memberikan sugestinya, tetapi pada taraf berikutnya membuat tidak sadar sama sekali”. [footnoteRef:17] [17:  Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Edisis Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2002 49] 

Istilah nyata hipnosis, yang di ciptakan seorang dokter Inggris pada abad ke 19, Hypnosis berasal dari kata "hypnos" yang merupakan nama dewa tidur orang Yunani. Namun perlu dipahami bahwa kondisi hipnotis tidaklah sama dengan tidur. Orang yang sedang tidur tidak menyadari dan tidak bisa mendengar suara-suara disekitarnya. Sedangkan orang dalam kondisi hipnotis, meskipun tubuhnya beristirahat (seperti tidur), ia masih bisa mendengar dengan jelas dan merespon informasi yang diterimanya. 
a. Beberapa definisi tentang hipnotis yang pernah diungkapnya diantaranya: Hipnotis adalah suatu kondisi yang menyerupai tidur yang dapat secara sengaja dilakukan kepada seseorang, di mana seseorang yang dihipnotis bisa menjawab pertanyaan yang diajukan, serta lebih mudah menerima sugesti.
b. Hipnotis adalah praktek mempengaruhi orang lain agar mengikuti apa yang diperintahkan oleh ahli hipnotis. 
c. Hipnotis adalah suatu kondisi pikiran yang terpusat sehingga tingkat sugestibilitas (daya terima saran) meningkat sangat tinggi. 
d. Hipnotis adalah seni komunikasi untuk mempengaruhi seseorang sehingga mengubah tingkat kesadarannya, yang dicapai dengan cara menurunkan gelombang otak dari Beta menjadi Alpha/Theta. 
Hipnotis adalah seni eksplorasi alam bawah sadar. Menurut Mosby Medical Encyclopedia (edisi 1992) mendefinisikan hipnosis sebagai “keadaan pasif dan trans yang mirip dengan tidur normal ketika persepsi dan ingatan diubah, sehingga mengingkatkan ketanggapan terhadap sugesti”.[footnoteRef:18] [18: 74 Muhammed Orak, Skripsi yang berjudul “ Hipnotis Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Aplikasi Hipnotis Di Turki” (UIN Jakarta:2012), hlm.36. ] 

A. Analisis bentuk-bentuk tindak pidana penipuan dengan modus operandi hipnotis
1. [bookmark: _TOC_250004]Bentuk-bentuk Penyalahgunaan Hipnotis
Dalam hal ini, meskipun telah diketahui banyak masyarakat pada umumnya bahwa hipnotis merupakan suatu ilmu yang bermanfaat. Akan tetapi pada kenyataanya masih banyak yang menyalahgunakan untuk melakukan suatu tindak kriminal, seperti menipu, mencuri bahkan bisa dikatakan merampok. Karena semua hal tersebut yaitu berupaya untuk menguntungkan diri sendiri dengan modus operandi hipnotis, adapun korban hipnotis tersebut yang dalam ketidaksadarannya, sehingga pelaku tindak kriminal dengan leluasa mengambil harta korban tanpa hambatan apapun.
Berikut adalah teknik yang digunakan untuk seorang hypnotist untuk menembus alam bawah sadar korban hipnotis:
a. Confiutions teqnique (teknik membingungkan dengan pertanyaan yang bertubi-tubi) Confusion tehnique awalnya diperkenalkan oleh Milton Ericson dan tehnik ini awalnya digunakan untuk hypnotherapi (pengobatan mental dengan hipnotis) untuk membantu cliens memasuki kondisi Trance hipnotis (tidur untuk kepentingan terapi) “for want of a better term, one of these special procedures may be termed the “confusion technique.” It ha been employed extensively for the induction of specific phenomena as well as deep trances. Usually, it is best employed with highly intelligent subjecs interested in the hypnotic process, or with those consciously unwilling to go into a trance despite an unconcious willingnes”.74
Teknik ini banyak digunakan oleh praktisi hypnoterapi untuk membantu seseorang memasuki kondisi trance, pada kasus-kasus tertentu dimana seseorang mengalami kesulitan untuk memasuki kondisi trance. Namun seiring perkembangan zaman beberapa orang faham di bidang ini dan memiliki niat buruk untuk mengaplikasikannya kepada tidak kejahatan maka beberapa orang tersebut menggunakan tehnik ini untuk kejahatan dengan modus operandi hipnotis.
b. Shock Inductions/ Rapid Induction (hipnotis dengan tehnik cepat) Tehnik ini awalnya digunakan untuk kepentingan therapi (hypnoterapi) membantu seorang cliens memasuki kondisi trance (tidur) dengan cara yang sangat cepat beberapa macam Rapid indoction adalah:
1) Hand Shock Induction
Adalah dengan cara menarik tangan sesorang dan mengucapkan “tidur” bersamaan dengan tarikan tangannya. Dalam hal ini biasanya seorang pelaku kejahatan hipnotis menepuk punggung atau area tubuh dan kemudian meminta benda/barang yang dikendakinya.
2) Shock Mentality (meberikan efek kaget kepada korban)
Tehnik ini biasanya digunakan unutk memberikan efek kaget kepada korban, contoh dengan sms berhadiah, berita menyedihkan, bahkan berita yang memberikan efek sedih, dari sini pintu alam alam bawah sadar terbuka dan pelaku kejahtan hipnotis dengan mudah memaksukkan segusti atau arahan kepada korban, sehingga korban dengan mudah menuruti semua kemauan dari penghipnotis.75
Untuk memahami lebih detail bagaimana terjadinya hipnotis, sehingga bisa dipahami bagimana mekanisme terbukanya pintu gerbang pikiran bawah sadar sehingga sugesti atau perintah bisa masuk dan dilakukan oleh korban hipnotis.
Secara llmiah pintu gerbang pikiran bawah sadar dapat terbuka atau tertutup. Karena mekanisme itulah setiap hari seorang menambah pengetahuan dengan menyerap informasi dari luar seperti:
a. Saat seseorang fokus terhadap sesuatu hal yang menarik. Dapat berupa obyek yang menarik. Contohnya; seseorang ketika berada didalam sebuah bis dan kemudian diajak komunikasi dengan orang yang baru dikenal dan seseorang tersebut mengatakan “persamaan” artinya seseorang tersebut menyamakan maksud dan tujuan dengan orang pertama, maka secara tidak langsung orang pertama akan fokus kepada pembicaraan dan tema pembicaraan
b. Saat seseorang berkomunikasi dengan seseorang yang dipercaya dan seorang yang dihormati, baik dia adalah seorang tokoh, idola, sahabat dekat, orang tua, guru, atau siapapun juga yang dianggap memilki pengetahuan, wawasan yang luas, dimana seseorang menaruh respek yang sangat tinggi.
c. Saat seseorang berhadapan dengan suatu harapan, misalkan harapan menjadi lebih cantik, harapan untuk menjadi sembuh. Para penjahat hipnotis bisa mengawali komunikasi dengan “menyentuh” area ini.
d. Seorang pelaku kejahatan hipnotis biasanya memilki komunikasi yang handal dan terampil dalam mengelabui korbannya.

e. Terdiri dari satu atau lebih dan memiliki kemapuan untuk menilai, memilah, dan milih korban yang tepat dalam menjalankan aksinya.
B. Mekanisme Penyelesaian Dalam Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis
Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme penyelesaian dalam tindak pidana penipuan dengan modus operandi hipnotis bahwa di Indonesia tidak mengatur tentang adanya hipnotis. Penggunaan hipnotis untuk kejahatan adalah modus yang jarang sekali dapat terungkap karena biasanya korban tidak sadar ketika dalam pengaruh hipnotis ini, dan seolah-olah korban memberikan barang tersebut secara suka rela dan tidak terlihat adanya unsur kekerasan sehingga sulit terditeksi oleh orang lain yang menyaksikannya.
Hingga saat ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan belum menjangkau kedalam kejahatan ini sehingga belum ada satupun pasal yang mengatur dan menggambarkan tentang perbuatan yang terjadi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kita miliki saat ini tidak mengatur tentang hal tersebut tetapi melihat apa yang dikemukakan oleh para ahli hukum bahwa apabila di dalam undang-undang tidak ada unsur yang cocok maka harusnya memperhatikan norma-norma yang ada dalam  masyarakat.
Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh penegak hukum khususnya penyidik kepolisian adalah masalah pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka dalam kejahatan hipnotis ini, karena didalam KUHP kita saat itu belum ada satupun pasal khusus yang unsur-unsur perbuatannya sesuai dengan fakta yang terjadi sesungguhnya.
Banyaknya kendala-kendala untuk mengungkap kasus tindak pidana dengan modus hipnotis ini, diantaranya yakni;
1. Polisi sulit mencari barang bukti ataupun alat bukti yang terjadi             pada saat pelaku melakukan aksinya;
2. Sulitnya untuk mendapatkan keterangan saksi, karena korban merupakan saksi pada tindak pidana dalam kasus hipnotis;
3. Banyak korban yang tidak melapor kekepolisian karena barang bukti tidak ada.
Mengenai bagaimana penyidikan dalam menyelidiki tindak pidana penipuan dengan modus operandi hipnotis di wilayah Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Maka penulis menjelaskan sebagai berikut: Kepolisian Negara Republik Indonesia pelindung pengayom serta pembimbing masyarakat. Pihak kepolisian adalah merupakan salah satu pihak yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di suatu daerah. Disamping itu adalah polisi merupakan aparat penegak hukum di sebuah negara.76
Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan:
“Pengertian penyidikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat Kepolisian sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya”.
Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:
1. Penyidikan meupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan- tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut dengan penyidik.
3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undagan
4. Tujuan penyelidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.
Penyidikan merupakan salah satu tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum yang di dasarkan pada ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisan Negara Republik Indonesia, sementara dalam kaitannya dengan Polri sebagai penyidik didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang mengatakan bahwa :
“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.
Pihak kepolisian yang menangani kasus-kasus tersebut menerima laporan dari para korban. Dan mengupayakan bahwa kasus-kasus tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Namun dari beberapa kasus tindak pidana penipuan dengan modus operandi hipnotis penyidikan belum sempurna. Hal ini seperti kurangnya penyidik melacak keberadaan pelaku penipuan hal ini dapat terjadi karena bukti dan saksi yang didapatkan hanya sedikit.
Sehingga penyidik susah menyelesaikan kasus tersebut. Dan ada pun pihak kepolisian hanya menerima laporan tersebut tapi proses dalam penyidikannya tidak berjalan. Bahwa pada dasarnya seorang penyidik/penyelidik menerima laporan atau pengaduan maupun suatu informasi tentang terjadinya suatu tindak pidana maka polisi wajib segera melakukan langkah-langkah guna mengetahui sejauhmana kebenaran laporan/pengaduan/informasi tersebut. Setelah diketahuinya bahwa peristiwa yang diberitahukan kepadanya itu memang benar-benar telah terjadi, maka penyidik harus mengumpulkan segala fakta dan data yang berhubungan dengan tindak pidana penipuan. Berdasarkan data dan fakta yang diperolehnya itu, penyidik menentukan apakah peristiwa itu benar merupakan tindak pidana dan apakah terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan. Hasil-hasil yang diperoleh dengan dilaksanakan penyidikan tersebut menjadi bahan-bahan yang diperlukan oleh  penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan penyidikan.77
Proses penyidikan dimulai setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan dimana penyidik diperintahkan untuk melakukan penyidikan atas di duganya telah terjadi tindak pidana, namun apabila tindak pidana tersebut tertangkap tangan, maka penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan atau seperlunya tanpa harus menunggu perintah penyidikan. Namun jika tidak tertangkap tangan, maka penggeledahan atau penangkapan maupun penyitaan harus dikuatkan dengan surat perintah yang di tanda tangani oleh kepala direktorat dengan nomor, tanggal dan stempel.
Apabila ada korban yang datang memberikan laporan, maka kepolisian yang bertugas di pos jaga meminta korban untuk menceritakan secara jelas apa permasalahannya dan bagaimana hal tersebut dapat terjadi, siapa yang melakukan dan dimana tindak pidana tersebut terjadi. Oleh pihak Kepolisian laporan tersebut di catat dan di tandatangani oleh pihak pelapor serta diberikan surat tanda penerima laporan. Laporan tersebut merupakan dasar dari pihak Kepolisian untuk melakukan penyelidikan selanjutnya dilakukan penyidikan. Setiap proses pemeriksaan harus dicantumkan dalam Bukti Acara Pemeriksaan (BAP).
Dalam proses pemeriksaan korban penipuan dengan modus operandi hipnotis, langkah pertama yang dilakukan adalah terlebih dahulu menanyakan apakah korban mengetahui bagaimana pelaku melakukan perbuatan tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan di dapati bukti dari korban, maka proses selanjutnya masuk kedalam proses pemeriksaan tersangka dan saksi. Pada umumnya kita melakukan penangkapan kepada tersangka yang di duga telah melakukan tindak pidana tersebut. Dalam pelaksanaan penangkapan, petugas harus disertai dengan surat perintah penangkapan yang tembusan surat perintah diberikan kepada tersangka.
Penyidik tindak pidana penipuan dengan modus operandi hipnotis ini, penyidik tidak pernah mendatangkan atau memanggil ahli hipnotis atau pakar-pakar hipnotis untuk mengetahui apakah korban benar-benar telah terhipnotis oleh tersangka. Penyidik hanya menggali informasi dan menanyai dalam kepada korban dan tersangka untuk mengetahui apa benar cara hipnotis yang digunakan untuk melakukan penipuan, tanpa harus memanggil ahli hipnotis.
Keterangan yang di dapatkan oleh penyidik pada saat melakukan pemerikasaan terhadap pelaku kejahatan hipnotis ini mereka memenuhi unsur-unsur materiil melakukan unsur pidana:

1. Terdapat kerugian akibat perbuatan pelaku dengan cara menghipnotis korban dan kerugian tersebut adalah harta benda korban yang diserahkan korban ketika korban terpengaruh hipnotis.
2. Para pelaku sudah merencanakan perbuatannya sebelum menjalankan aksinya dan dalam hal bekerja secara kelompok mereka membagi tugas peran masing-masing.
3. Maksud dan tujuan pelaku adalah mengincar harta benda korban.
4. Perbuatan pelaku menguasai harta korban dengan cara yang salah dan tidak di kehendaki oleh korban
5. Akibat dari metode hipnotis yang digunakan oleh pelaku maka secara tidak sadar korban memeberikan harta benda kepada pelaku yang mana merugikan korban.78
Bagian   yang terpenting dalam   perkara pidana adalah persoalan pembuktian. Adapun pengertian pembuktian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bukti” terjemahan dari bahasa Belanda, bewijs yang diartikan sebagai suatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, bewijs diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya. Sementara itu, membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan. Pengertian bukti, membuktikan, dan pembuktian dalam konteks hukum tidak jauh berbada dengan pengertian pada umumnya. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti membari atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.79 Yahya Harahap memberi definisi pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur mengenai alat butki yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdawa.
Untuk kepentingan tersebut maka benda-benda yang menyangkut tindak pidana diperlukan sebuah barang bukti. Begitu juga dengan tindak pidana melalui hipnotis, dimana Kepolisian yang melakukan penyidikan tindak pidana ini harus juga memiliki sebuah bukti yang otentik kuat untuk menjerat tersangka.
Dalam suatu kasus bahwa polisi dalam melakukan pembuktian harus memenuhi dua alat bukti yakni dari keterangan pelapor, saksi, dan rekaman CCTV. Kekuatan pembuktian tindak pidana hipnotis memang pekerjaan berat bagi polisi atau penyidik karena hipnotis itu tidak langsung disebabkan si pelaku dan korban tidak saling mengenal tapi jika pelaku dan korban bersentuhan langsung maka pembuktiannya dengan cara  memperbanyak saksi-saksi yang melihat langsung kejadian tersebut dan menemukan bukti-bukti sesaat atau setelah melakukan kejahatan tersebut. Kemudian jika si pelaku melakukan tindak pidana hipnotis melalui IT, pihak kepolisian melakukan penyelidikan rekam jejak (menggunakan handphone) dan lebih mudah menemukan pelaku tindak pidana hipnotis yang menggunakan handphone daripada melakukan tindak pidana hipnotis secara langsung kemudian juga para pelaku hipnotis tidak memandang waktu dan tempat, laki-laki maupun wanita salah satu contohnya kegiatan liburan di tempat wisata, si pelaku juga seringkali masuk di perkantoran atau dipelataran kantor menyamar menjadi penjualpenjual padahal ia ingin melakukan tindak pidana hipnotis dan memang pada dasarnya tindakan ini tidak saling mengenal. Jadi, kepolisian hanya bisa mengumpulkan bukti-bukti yaitu: saksi-saksi dan media cctv.14
Disisi lain dalam hal hipnotis melalui media elektronik terjadi terhadap seluruh unsur-unsur yang ada pada pasal 378 sepenuhnya terpenuhi, walau  demikian terdapat unsur dari tindak pidana penipuan dengan hipnotis melalui media elektronik yang tidak terpenuhi pada pasal 378 tersebut, antara lain: media utama yang digunakan dalam tindak pidana penipuan online yang merupakan media elektronik belum dikenal didalam KUHP ataupun KUHAP, antara lain: Unsur media utama yang digunakan dalam menjalankan modus operandi pada tindak pidana penipuan hipnotis yang menggunakan media elektronik belum adanya pengaturan yang spesifik baik didalam KUHP ataupun KUHAP. penipuan yang dilakukan modusnya berbeda dengan tindak pidana pada umumnya, karena semakin beragam cara dan modus operandi yang dilakukannya.15
Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana. Tujuan pemeriksaan perkara pidana adalah  untuk menemukan suatu kebenaran materiil, kebenaran yang dikatakan dengan logika hukum. Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya, bila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan (dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang yakni dalam Pasal 184 KUHAP) maka harus dinyatakan bersalah dan dihukum. Masalah beban pembuktian merupakan salah satu bagian hal pokok yang berkaitan dengan pembuktian di samping hal pokok yang lainnya, yaitu alat-alat pembuktian (bewijsmiddelen), penguraian pembuktian (bewijsvoering), kekuatan pembuktian (bewijskracht), dan dasar pembuktian (bewijsgrond).



Simpulan
Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa :
1. Bentuk tindak pidana penipuan dengan modus operandi hipnotis itu beragam, adapun teknik yang sering digunakan oleh pelaku hipnotis yang pertama yaitu Confiutions teqnique (hipnotis dengan teknik membingungkan dengan pertanyaan yang bertubi-tubi), Shock Inductions/ Rapid Induction (hipnotis dengan tehnik cepat), Hand Shock Induction (hipnotis dengan cara menarik tangan sesorang dan mengucapkan “tidur” bersamaan dengan tarikan tangannya), Shock Mentality (hipnotis dengan teknik meberikan efek kaget kepada korban).
2. [bookmark: _GoBack]Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme penyelesaian dalam tindak pidana penipuan dengan modus operandi hipnotis bahwa di Indonesia tidak mengatur tentang adanya hipnotis. Penggunaan hipnotis untuk kejahatan adalah modus yang jarang sekali dapat terungkap karena biasanya korban tidak sadar ketika dalam pengaruh hipnotis ini, dan seolah-olah korban memberikan barang tersebut secara suka rela dan tidak terlihat adanya unsur kekerasan sehingga sulit terdeteksi oleh orang lain yang menyaksikannya. Dan juga hingga saat ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan belum menjangkau kedalam kejahatan ini sehingga belum ada satupun pasal yang mengatur dan menggambarkan tentang perbuatan yang terjadi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kita miliki saat ini tidak mengatur tentang hal tersebut tetapi melihat apa yang dikemukakan oleh para ahli hukum bahwa apabila di dalam undang- undang tidak ada unsur yang cocok maka harusnya memperhatikan norma- norma yang ada dalam masyarakat.
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:
· Pihak penyidik Kepolisian lebih efektif lagi dalam menangani kasus penipuan dengan modus operandi hipnotis, karena tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis ini sangat menghawatirkan dan merugikan bagi masyarakat.
· Harus diberlakukannya Undang-Undang khusus untuk tindakan hipnotis agar sanksi yang diberikan kepada pelaku lebih jelas.
· Dalam menjatuhkan pidana terhadap suatu perkara diharapkan selalu berpegang teguh pada rasa keadilan di masyarakat dan hukuman dianggap sebagai penjera agar di masa yang akan datang terpidana memperbaiki hidupnya dan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama atau sejenisnya demi tercapai ketentraman dalam masyarakat.
· Masyarakat diharapkan memiliki keberanian dan keikhlasan dalam memberikan informasi mengenai suatu kejahatan yang mereka lihat dan mau menjadi saksi atas peristiwa tersebut untuk membantu aparat penegak hukum menyelesaikan perkara tersebut.
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